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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar pengaruh Administrasi, 
Sosialisasi dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 secara parsial dan simultan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan analisis regresi 
linier berganda. Dengan sampel sebanyak 98 wajib pajak dari populasi sebanyak 4393 wajib 
pajak. Metode pengambilan sampel Purposive Sampling dengan menggunakan teknik Simple 
Random Sampling. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Administrasi, Sosialisasi dan 
Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
Kepatuhan Wajib pajak. Kesimpulannya adalah Administrasi, Sosialisasi dan Implementasi 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memiliki pengaruh secara parsial terhadap 
Kepatuhan Wajib pajak dilihat dari variabel Administrasi dengan -1.750 > -1.986, Sosialisasi 
dengan 2.258 > -1.986 dan Implementasi dengan 3.009 > -1.986. Administrasi, Sosialisasi dan 
Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 memiliki pengaruh secara simultan terhadap 
Kepatuhan Wajib pajak dilihat dari F hitung > F tabel (10.385 > 2.701). 
 
Kata kunci— Administrasi, Sosialisasi, Implementasi, PP 46, Kepatuhan. 
 
 
Abstract 
This research is aimed to determine the effect of administration, socialitation and 
implementation of government regulation No.46 year 2013 of taxpayer’s obedience at tax 
SMEs.The method was questionnaire method with multiple regression analysis. Took 98 
taxpayer samples from 4393 taxpayer population. The method was Purposive Sampling with 
Simple Random Sampling technique.This research showed that Administration, Socialitation 
and Implementatiton of government regulation No.46 year 2013 had a partially and 
simultaneously effect to taxpayer’s obedience at tax SMEs. Based on T test showed that 
Administration had a partially effect (-1.750 > -1.986), Socialitation were also had a partially 
effect (2.258 > -1.986) and Implementation had a partially effect (3.009 > -1.986). Based on F 
Test showed that Administration, Socialitation and Implementation of government regulation 
No.46 year 2013 were had a simultaneously effect of taxpayer’s obedience at tax SMEs (10.385 
> 2.701). 
 
Keywords— Administration, Socialitation, Implementation, Government    Regulation    
No.46 , Obedience. 
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1. PENDAHULUAN 
 
erdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2010 lalu penduduk Indonesia 
berjumlah 237.641.326 juta jiwa. Artinya Indonesia merupakan salah satu Negara yang 
mempunyai persentase pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Namun,  hal ini tidak diiringi 
dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, karena masih banyak penduduk Indonesia 
yang pengangguran. Tentu hal ini akan semakin memperlambat pembangunan serta ekonomi 
nasional Negara ini. Maka dari itu saat ini pemerintah sedang berupaya keras untuk terus 
mendorong pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah sebagai salah satu alternatif untuk 
menekan angka pengangguran yang ada dengan monitoring yang dilakukan oleh Menteri 
Negara Usaha Kecil dan Menengah. Berbagai fasilitas dan kemudahan diberikan pemerintah 
demi pertumbuhan dan perkembangan usaha ini, salah satunya dengan pemberian fasilitas 
kredit, pemberian training produk serta marketing bagi para pengusaha Usaha Kecil dan 
Menengah. 
Pemerintah melakukan kebijakan ini dikarenakan jumlah Usaha Kecil dan Menengah di 
Indonesia pada tahun 2013 lalu mencapai sekitar 56,5 juta orang serta berhasil menyerap 97% 
tenaga kerja di Indonesia. Tentu dengan adanya pembimbingan bagi Usaha Kecil dan Menengah 
ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan pengangguran yang ada di 
Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  pada 
tahun 2013 cukup mengesankan, karena kontibusi koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia sebesar 56% atau bisa dikatakan hampir 
setengahnya disokong dari sektor Usaha Kecil dan Menengah.  Sejak dilakukannya reformasi 
perpajakan yang pertama (the first tax reform) pada tahun 1984, diharapkan penerimaan pajak 
sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungannya. Selain 
sebagai sumber penerimaan (budgetair), pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi 
regulerend.  
Menteri Keuangan mengatakan selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan 
negara, penerimaan pajak juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna 
mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Gandhys (2013), menyimpulkan 
masyarakat berpendapat bahwa pemerintah terlalu tergesa-gesa memberlakukan ekstensifikasi 
perpajakan baru yang diterapkan di pertengahan tahun berjalan. Masyarakat berharap akan lebih 
baik jika pemerintah terlebih dahulu memperbaiki administrasi dan sosialisasi agar Wajib pajak 
dapat memahami peraturan ini dengan lebih maksimal. Selain itu, masyarakat menginginkan 
adanya pelayanan yang lebih baik. Fenomena ini semakin diperkuat dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Susilo (2013) yang mengungkapkan bahwa implementasi terhadap PP No 46 
tahun 2013 masih belum maksimal diakibatkan adanya pemahaman yang masih minim serta 
kurangnya sosialisasi terhadap wajib pajak perseorangan. Sosialisasi yang dilakukan hanya 
sebatas sosialisasi kepada wajib pajak badan saja. Dalam penelitian Susilo juga disebutkan ada 
banyak indikator yang bisa digunakan peneliti selanjutnya untuk mendapatkan hasil penelitian 
yang lebih maksimal dan signifikan. Sehingga peneliti dapat menganalisa lebih lanjut apa saja 
indikator lainnya yang juga ikut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak 
Usaha Kecil dan Menengah. 
Penelitian pendahuluan yang penulis lakukan dengan wawancara yang tidak terstruktur 
dengan Staff Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang menemukan beberapa 
faktor yang menyebabkan kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajaknya. Ada yang 
mengatakan bahwa administrasi yang rumit serta memperlambat kerja mereka dalam membayar 
pajak membuat mereka merasa enggan untuk patuh. Tetapi, tidak sedikit juga yang mengatakan 
bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan membuat mereka kurang memahami mengenai 
peraturan perpajakan. Selain itu ada juga yang beranggapan bahwa implementasi perpajakan 
yang diterapkan pada pertengahan tahun 2013 lalu cukup membingungkan Wajib pajak untuk 
menghitung berapa besar nilai yang harus dibayarkan. Berdasarkan uraian ini, penulis 
bermaksud melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Administrasi, Sosialisasi, dan 
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib 
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Pajak dalam Membayar Pajak UKM (Studi Kasus: KPP Pratama Ilir Barat I 
Palembang)”. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1  Landasan Teori 
2.1.1  Dasar Terselenggaranya Administrasi Pajak  yang Baik  
Dasar-dasar terselenggaranya administrasi pajak yang baik ada empat yaitu : 
1. Adanya kejelasan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang 
memudahkan bagi administrasi dan memberikan kejelasan kepada Wajib pajak 
sehingga mewujudkan kepastian hukum.  
2. Adanya kesederhanaan baik dalam perumusan yuridis yang memberikan 
kemudahan untuk dipahami, maupunkesederhanaan untuk dilaksanakan oleh 
aparatur dan pemenuhan kewajiban oleh Wajib pajak. 
3. Adanya reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis dengan 
mempertimbangkan tujuan tercapainya keefisienan dan keefektifan administrasi 
perpajakan. 
4. Administrasi pajak yang efektif dan efisien. Informasi yang lengkap dan dapat 
dipertanggungjawabkan merupakan kunci dari administrasi pajak yang efisien 
dan efektif. [1] 
2.1.2  Pengertian Pajak 
Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal ( kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: 
Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk 
membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang 
merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Pengertian pajak 
berdasarkan dengan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 th 2007 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemamakmuran rakyat. [2] 
 
2.1.3  Pengertian Sosialisasi Perpajakan 
Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil yang cukup besar dalam 
mensukseskan sosialisasi pajak keseluruh wajib pajak.Berbagai mediadiharapkan 
mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa 
pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara. Sosialisasi adalah suatu konsep 
umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan 
orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya 
itumerupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial 
yang efektif. [3] 
 
2.1.4  Kepatuhan Wajib Pajak 
Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam 
menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang 
tinggi.Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan 
kebenarannya. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran 
pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana: Wajib Pajak 
paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung 
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jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat 
pada waktunya. [4] 
Kepatuhan Pajak menurut SK Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 
wajib pajak dimasukkan dalam kategori patuh apabila memenuhi kriteria atau 
persyaratan sebagai berikut: 
a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak 
dalam dua tahun terakhir. 
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 
memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran. 
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. 
d. Dalam 2 (dua) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana 
dimaksud Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan 
dalam hal wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan 
yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%. 
[5] 
2.1.4  Asas Perpajakan 
Berhubung pemungutan pajak dikenakan atas sebagian kekayaan atau 
pengeluaran seseorang atau sebagian keuntungan atau laba suatu badan ke kas 
Negara melalui atau berdasarkan wewenang pemerintah yang diberikan oleh undang-
undang, maka di dalam penyusunan undang-undang dan peraturan perpajakan harus 
memperhatikan beberapa asas. Asas perpajakan yang sangat terkenal sampai saat ini 
adalah yang berasal dari Adam Smith di dalam bukunya : ―An iquiry in to the nature 
and cause of the wealth of Nations”, bahwa pemungutan pajak harus memenuhi 
empat syarat yang dikenal dengan ―Four common of taxation‖, yaitu : 
1. Asas kesamaan atau keadilan (Asas equality) 
Asas ini berkaitan dengan keadilan, dimana pemungutan pajak dilakukan 
secara adil dan merata.Pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan Wajib pajak 
dan tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu membayar pajak. 
Keadilan mengacu pada konsep penerimaan dan pengorbanan bahwa jika kita 
membayar pajak kepada Pemerintah maka Pemerintah akan memberikan 
manfaat dari membayar pajak kepada Wajib pajak yang membayar walaupun 
timbal balik tersebut tidak dapat ditunjukkan secara langsung.  
2. Asas kepastian ( Asas Certainty) 
Dapat diartikan pajak dilakukan secara pasti, dan tidak sewenang-
wenang, pajak bukan asumsi melainkan sesuatu yang pasti oleh sebab itu 
dengan asas ini diharapkan Wajib pajak dapat mengetahui berapa besarnya 
pajak yang terhutang, dapat memperhitungkan besarnya pajak yang terhutang 
secara pasti, dapat membayar dan melaporkan pajak yang terhutang sebelum 
jatuh tempo. 
3. Asas kenyamanan ( Asas convenience ) 
Maksud dari asas ini adalah Wajib pajak membayar pajak tidak dalam 
kondisi yang sulit membayar pajak dan juga diharapkan disaat yang paling tepat 
bagi Wajib pajak untuk membayarkan pajak. Lebih jelasnya dapat diartikan 
bahwa pemungutan pajak dilakukan pada saat diterimanya penghasilan yang 
disebut Pay As You Earn. 
4. Asas ekonomis ( Asas Economy) 
Bisa diartikan bahwa biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan 
kewajiban bagi Wajib pajak hendaknya sekecil mungkin. [6] 
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Kepatuhan Wajib Pajak dalam 
membayar Pajak UMKM ( 
Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 
2013 
 
 
2.2  Kerangka Pemikiran  
Berdasarkan paparan teori yang telah dikemukan diatas, selanjutnya disampaikan 
pemikiran teoritis yang menggambarkan suatu kerangka konseptual yang merupakan 
panduan sekaligus alur pikir dan sebagai perumusan hipotesis dalam konteks yang benar 
dikalangan mahasiswa. Kerangka pemikiran tersebut akan digambarkan sebagai berikut: 
 
  
   H4 
 
                                                        H1 
    H2 
  
                                                                H3 
  
 
 
 
 
          Sumber : Penulis,2014 
 
Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 
2.3  Hipotesis 
Berdasarkan paparan teori diatas, dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
H1 :   Terdapat pengaruh antara Administrasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap 
Kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajak UKM. 
H2 :   Terdapat pengaruh  antara Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan 
Wajib pajak dalam membayar pajak UKM. 
H3 :  Terdapat pengaruh antara Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan 
Wajib pajak dalam membayar pajak UKM. 
H4 :  Terdapat pengaruh antara Administrasi, Sosialisasi, dan Implementasi PP Nomor 46 
Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajak UKM. 
 
3. METODE PENELITIAN 
 
3.1  Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan deskriptif  
karena adanya penelitian yang dilakukan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 
fakta-fakta, serta sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki yang ditimbulkan 
dari pengaruh Implementasi, Admnistrasi dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2013 terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak. 
Sosialisasi Perpajakan 
PP46 
Implementasi Perpajakan 
PP46 
Administrasi                              
Perpajakan PP46 
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3.2  Objek dan Subjek Penelitian 
Objek penelitian ini adalah pengetahuan Wajib Pajak UMKM. Subjek penelitian ini 
adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat I Palembang. 
 
3.3  Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang 
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat I Palembang yang berjumlah 4.393 
Wajib Pajak. Untuk menentukan besarnya sampel dalam penelitian ini digunakan 
perhitungan yang dikemukan oleh Slovin. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan 
taraf kesalahan 10%. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive 
Sampling dengan menggunakan teknik Simple Random Sampling.  
3.4  Jenis Data 
Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan 
kepada responden. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui data Wajib Pajak 
UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat I Palembang. 
 
3.5  Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
kuesioner. Teknik kuesioner dilakukan dengan cara menyebarkan pernyataan tertulis yang 
diberikan kepada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Ilir Barat I Palembang. 
 
3.6  Analisis Data dan Teknik Analisis 
3.6.1  Analisis Data 
Analisis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan pengujian 
statistik dan skala pengukuran dari hasil kuesioner, kemudian hasil pengujian 
tersebut akan dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat. 
3.6.2  Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 
administrasi, sosialisasi dan implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan analisis regresi linier berganda untuk 
meyakinkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. 
Selanjutnya dilakukan uji hipotesis (uji T dan uji F) untuk mengetahui signifikansi 
dari variabel bebas terhadap variabel terikat serta membuat kesimpulan data yang 
terakhir adalah menghitung koefisien variabel terikat. Sebelum melakukan analisis, 
sesuai dengan syarat metode Ordinary Least Square maka terlebih dahulu harus 
melakukan uji normalitas, uji validitas, uji reliabilitas, dan asumsi klasik. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1  Uji Instrumen 
4.1.1 Uji Validitas 
Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan bahwa semua butir pernyataan 
instrumen yakni variabel Administrasi (X1) untuk pertanyaan 1 0,467, pertanyaan 2 
0,675, pertanyaan 3 0,715, pertanyaan 4 0,802,  pertanyaan 5 0,793 pertanyaan 6 
0,825 pertanyaan 7 0,735 pertanyaan 8 0,780, dan pertanyaan 9 0,606. Variabel 
Sosialisasi (X2) untuk pertanyaan 1 0,265, pertanyaan 2 0,487, pertanyaan 3 0,468, 
pertanyaan 4 0,545  pertanyaan 5 0,554 pertanyaan 6 0,577 pertanyaan 7 0,340 
IJCCS ISSN: 1978-1520  
 
Title of manuscript is short and clear, implies research results (First Author) 
7 
pertanyaan 8 0,375 pertanyaan 9 0,221.. Variabel Implementasi Pajak (X3) untuk 
pertanyaan 1 0,279, pertanyaan 2 0,483, pertanyaan 3 0,600, pertanyaan 4 0,720, 
pertanyaan 5 0,686 pertanyaan 6 0,678 pertanyaan 7 0,637 pertanyaan 8 0,593 
pertanyaan 9 0,411. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) untuk pertanyaan 1 0,425, 
pertanyaan 2 0,602, pertanyaan 3 0,631, pertanyaan 4 0,419  pertanyaan 5 0,398 
pertanyaan 6 0,529 pertanyaan 7 0,565 pertanyaan 8 0,596 pertanyaan 9 0,388. Hal 
ini menunjukan nilai r hitung > r tabel (0,1996), dengan demikian seluruh butir 
instrumen dinyatakan valid pada taraf nyata 5%. Hal ini menunjukkan bahwa semua 
butir item yang dijadikan sebagai instrumen variabel penelitian memenuhi syarat 
untuk dijadikan sebagai alat ukur penelitian. 
4.1.2 Uji Reliabilitas 
Hasil uji reliabilitas variabel Administrasi 0,888, variabel Sosialisasi 0,496, 
variabel Implementasi 0,743, maupun pada hasil uji reliabilitas untuk variabel 
Kepatuhan Wajib Pajak 0,650, seluruhnya menunjukkan data yang Realibity 
Coefficient dengan nilai alpha cronbach secara keseluruhan berada diatas 0,1996. 
Hasil ini berarti alat ukur yang digunakan memenuhi syarat dan dapat diandalkan 
. 
4.2  Uji Asumsi Klasik 
4.2.1 Uji Normalitas 
Hasil uji normalitas sampel yang menggunakan rumus Kolmogrov-Smirnov 
menghasilkan nilai signifikansi (Asymp Sig 2-tailed) sebesar 0,060. Nilai 
signifikansi lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan (Asymp Sig 2-tailed > 
0,05) untuk semua variabel penelitian yaitu variabel pengetahuan Wajib Pajak, tarif 
pajak, penyuluhan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak Badan. Besaran signifikasi 
(Asymp Sig 2-tailed > 0,05) ini menunjukkan Ho diterima, artinya bahwa data 
sampel tersebut berdistribusi normal. 
4.2.2 Uji Multikolonieritas 
Untuk menguji adanya multikolonieritas dapat dilihat melalui Variance 
Inflantion Factor (VIF) < 10 dan Tolerance > 0,1.Variabel Administrasi (X1) 
dengan VIF 1,950, variabel Sosialisasi (X2) dengan VIF 1,723, variabel 
Implementasi (X3) dengan VIF 2,424, adalah  nilai VIF yang lebih kecil dari 10. 
Pada variabel Administrasi (X1) dengan nilai tolerance 0,513, variabel Sosialisasi 
(X2) dengan nilai tolerance 0,581, variabel Implementasi dengan nilai tolerance 
0,413 adalah nilai tolerance > 0,1. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak 
terdapat kolerasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lainnya. 
4.2.3 Uji Heterokedastisitas 
 
   Sumber: Pengolah Data SPSS 22, 2014 
 
Gambar 4.3 Scatterplot 
Berdasarkan gambar diatas, tidak membentuk suatu pola tertentu atau acak, 
maka dapat disimpulkan bahwa regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. 
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4.2.4 Uji Autokorelasi 
Nilai Durbin Watson Test untuk kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel 
terikat sebesar 1,833. Dengan N = 98 didapat nilai DL = 1,6086 dan DU = 1,7345. 
Jadi nilai 4-DU = 2,2655. Ini berarti nilai DU < DW < 4-DU, yaitu 1.7345 < 1.833 < 
2.2655. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi untuk variabel 
dependen kepatuhan Wajib Pajak terbebas dari masalah autokorelasi. 
 
4.3  Analisis Regresi Linier Berganda 
4.3.1 Uji T ( Parsial) 
a. Berdasarkan hasil analisis uji t dari perhitungan regresi linier ganda (pada tingkat 
signifikan 0,05 atau tingkat kepercayaan 95%) untuk variabel Administrasi (X1) 
diperoleh t tabel sebesar – 1,986, dan nilai t hitung sebesar -1,750. Artinya, 
terima H1 dan tolak Ho. Hasil ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara 
Administrasi terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat I Palembang secara parsial. 
b. Berdasarkan hasil analisis uji t dari perhitungan regresi linier ganda (pada tingkat 
signifikan 0,05 atau tingkat kepercayaan 95%) untuk variabel Administrasi (X1) 
diperoleh t tabel sebesar – 1,986, dan nilai t hitung sebesar 2,258. Artinya, terima 
H1 dan tolak Ho. Hasil ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara 
Sosialisasi terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Ilir Barat I Palembang secara parsial. 
c. Berdasarkan hasil analisis uji t dari perhitungan regresi linier ganda (pada tingkat 
signifikan 0,05 atau tingkat kepercayaan 95%) untuk variabel Administrasi (X1) 
diperoleh t tabel sebesar – 1,986, dan nilai t hitung sebesar 3,009. Artinya, terima 
H1 dan tolak Ho. Hasil ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara 
Implementasi terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat I Palembang secara parsial. 
4.3.2 Uji F ( Simultan ) 
F hitung pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y dengan N sebanyak 98 
diperoleh F hitung sebesar 10,385. Berdasarkan data di atas, harga F hitung sebesar 
10,385 lebih besar dari harga F tabel yaitu 2,701.. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa Administarsi, Sosialisasi dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 
2013 secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak UMKM. 
 
5. KESIMPULAN 
 
 Beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan berdasarkan analisis data dan 
pembahasan yang telah diuraikan sebagai berikut : 
1. Administrasi dalam PP No.46 Tahun 2013 yang mempunyai beberapa indicator sesuai 
dengan definisi operasional variabel pada Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa 
Administrasi berpengaruh secara negatif pada saat dilakukan Uji T ( Parsial ) ini dikarenakan 
adanya perbedaan persepsi dari responden atas penilaian dengan segmentasi Wajib Pajak 
atau Fiskus. Namun secara keseluruhan yang menjadi fokus dalam variabel ini adalah pada 
pengali dari tarif 1% tersebut yaitu tarif bruto yang menjadi titik ketidaksetujuan dari WP, 
serta kurangnya pemahaman dari Wajib Pajak mengenai PP No.46 Tahun 2013. Sosialisasi 
dalam PP N0.46 Tahun 2013 yang mempunyai beberapa indicator sesuai dengan tabel 
definisi operasional variabel pada Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi 
berpengaruh secara positif pada saat dilakukan Uji T (Parsial) ini dikarenakan banyaknya 
jumlah responden yang mengeluhkan masih minimnya penyuluhan ataupun penjelasan 
mengenai PP No.46 Tahun 2013. Selain kurangnya sosialisasi secara langsung, KPP Pratama 
Ilir Barat I Palembang juga masih memiliki kekurangan yakni dalam hal layanan informasi 
terpadu yang berisikan informasi lengkap mengenai PP No.46 Tahun 2013. Implementasi 
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dalam PP N0.46 Tahun 2013 yang mempunyai beberapa indicator sesuai dengan tabel 
definisi operasional variabel pada Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi 
berpengaruh secara positif pada saat dilakukan Uji T (Parsial) ini dikarenakan banyaknya 
pasal dalam PP No.46 Tahun 2013 yang cukup menguntungkan bagi Wajib Pajak 
dikarenakan adanya kompensasi kerugian serta jumlah kena pajak yang lebih sedikit dari 
Pasal 17 dan Pasal 25 
2. Administrasi, Sosialisasi dan Implementasi PP No.46 Tahun 2013 berpengaruh secara 
simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak UKM. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa ketiga variabel ini berpengaruh secara signifikan berdasarkan dengan 
data hasil Uji F (Simultan). 
 
6. SARAN 
 
 Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, berikut ini disampaikan beberapa 
saran dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak antara lain : 
1. KPP Ilir Barat 1 Palembang sebaiknya lebih memperbanyak sosialisasi mengenai PP No.46 
Tahun 2013, baik sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung sehingga diharapkan 
dapat menjangkau semua Wajib Pajak. Selain itu bisa dilakukan pengoptimalan sosialisasi 
melalui website KPP. Perbaikan juga perlu dilakukan pada Layanan Informasi Terpadu 
yang terdapat di KPP.Hal ini dikarenakan Fiskus sudah sangat baik dan tanggap dalam 
melayani Wajib Pajak. Sehingga diharapkan dengan gencarnya sosialisasi, kemudahan 
administrasi serta implementasi dapat menaikkan jumlah penerimaan pajak yang 
didapatkan dari PP No.46 Tahun 2013. 
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian bukan hanya terbatas pada 
KPP Ilir Barat I Palembang saja sehingga hasil data yang didapat lebih representatif. 
3. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel – variabel independen lain yang 
bisa memperngaruhi Kepatuhan Wajib Pajak serta memperbanyak sampel. 
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